PAGE  

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pajak tanah atau pajak bumi di Indonesia timbul pada awal abad ke-19, ketika pulau Jawa dikuasai oleh Letjen Rafles, Rafles inilah yang kemudian dianggap sebagai “ Bapak / Pencipta Pajak Bumi “ 

Secara singkat perkembangan pelaksanaan pajak Bumi di Indonesia sebagai berikut :

1. Tahun 1811 – 1816, pajak bumi dikenal “Landrent” di India, saat itu ada 3 jenis Landrent yaitu :

· Sistem Zamindari ( Laundheer/tuan tanah )

· Sistem Pateendari disebut juga “mauzari”
· Sistem “Rayatwari” pajak bumi dikenakan langsung kepada petani yang mengolah tanah rata-rata yang diusahakan petani tersebut

2. Tahun 1816 – 1942,dig anti menjadi “Landrente”

3. Tahun 1943 - 1945, di ganti menjadi “Pajak Tanah”
4. Tahun 1945 – 1951, di ganti menjadi “ Pajak Bumi “
5. Tahun 1951 – 1959, di ganti menjadi P3 TMI ( jawatan pendaftaran dan pajak penghasilan Tanah Milik Indonesia )

6. Tahun 1959 – 1965, pada tanggal 225 September 1959,dengan mengambil materi ordonasi Landrente tahun 1939. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Prp.No.II Tahun 1959 yang mengatur mengenai Pajak Hasil Bumi

7.  Tahun 1965 – 1985, berdasarkan SK Menteri Iuran Negara tanggal 29 November 1965.No.PMPPUU I/I/I,nama  direktur hasil pajak bumi diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah,nama pajaknya dikenal dengan IPEDA ( Iuran Pembangunan Daerah )

8. Tahun 1986 – 1989, UU No.12 tahun 1985 tentang PBB dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1985

Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua terletak di kota Soreang yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Bandung, tepatnya dikompleks perkantoran PEMDA DATI II Bandung. Kantor ini pada awalnya merupakan peranan dari KP.PBB Bandung Dua. Karena makin banyaknya objek pajak dan wajib pajak serta kebijakan pihak Fiskus dalam PBB yang berusaha untuk  mendekatkan kantor pelayanan dengan tempat beradanya objek pajak dan wajib pajak, maka dirasakan perlu dibuat KP.PBB Bandung Dua yang akan mengelola PBB untuk wilayah Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya KP.PBB Bandungg Dua ini pun dipecah lagi yang menghasilkan KP.PBB bandung Tiga untuk melayani wilayah bagian bagian Barat dan Utara. Tindakan ini diambil karena kondisi wiilayah Kabupaten Bandung yang unik, tidak seperti daerah-daerah lain yang wilayahnya berkumpul,wilayah Kabupaten Bandung tersebar mengelilingi Kota Madya Bandung. Soreang sebagai Ibu Kota berada di Selatan, hal ini tentu menyulitkan bagi WP yang memiliki objek pajak di daerah barat Cimahi dan sekitarnya dan sebagian Utara ( Lembang dan sekitarnya ). Daerah-daerah tersebut juga memiliki potensi PBB yang cukup besar, maka dipandang perlu untuk mendirikan kantor pelayanan baru bernama KP.PBB Bandung Tiga yang terletak di Padalarang. KP.PBB Bandung Dua melaksanakan kegiatannya dalam gedung yang cukup baik dimana wajib pajak yang menunggu PBB nya bias menunggu di ruang tunggu yang cukup nyaman. Di kantor ini juga ada loket Bank Jabar, sehingga wajib pajak bisa langsung membayar PBB nya disini.

2.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan


Struktur adalah suatu proses dan bentuk tindakan yang saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain. Organisasi adalah sekelompok orang ( dua atau lebih ) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stuktur Organisasi adalah susunan komponen-komponen ( unit-unit kerja ) dalam organisasi yang menunjukan susunan perwujudan pola tetap. Hubungan-hubungan diantara bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.


Berdasarkan stuktur organisasi di KP.PBB bandung dua adalah berbentuk fungsional. Adapun kebaikan dan keburukan dari stuktur fungsional adalah :

1. Kebaikan 
a.  Dapat menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama 
b. Menciptakan efisiensi melalui spesialisasi
c. Memusatkan keahlian organisasi
d. Memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi
2. Keburukan
a. Dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi 
b. Menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan
c. Memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan
d. Hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya
e. Menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua terdiri dari :

1. Kepala Kantor

2. Kepala Sub.Bagian Umum

3. Koord.Pelaksanaan Rumah Tangga

4. Koord. Pelaksanaan Tata Usaha dan Kepegawaian

5. Koord. Pelaksanaan Keuangan

6. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian

7. Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Informasi

8. Kepala Seksi Penetapan

9. Kepala Seksi Penerimaan

10. Kepala Seksi Penagihan

11. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan
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Gambar 2.1.   Struktur Organisasi KP.PBB  
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2.3. Deskripsi Jabatan


Untuk menyelenggarakan kegiatan operasional, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Dua mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi  dan Bangunan

      URAIAN TUGAS : 
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja KPPBB sebagai bahan penyusunan rencana strategik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

3. Mengkoordinasikan rencana pencarian dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka ekstensifikasi/intensifikasi  PBB dan BPHTB.

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB/BPHTB.

5. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data baru dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

7. Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PBB dan BPHTB

2. Kepala Sub bagian Umum 

 
URAIAN TUGAS :
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Mengkoordinasikan pengurusan surat masuk di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Mengkoordinasikan pengurusan surat keluar di lingkungan Kantor  Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan agar surat tersebut dapat  dikendalikan dengan lancar, tertib dan aman.

6. Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak   Bumi dan Bangunan agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3.   Koordinator Pelaksana Rumah Tangga 

URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kerja Koordinator Pelaksana Rumah Tangga sebagai bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum.

2. Menyelenggarakan penginventarisan alat perlengkapan kantor/ATK/ formulir untuk mengetahui keadaan dan kebutuhannya.

3. Membuat perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/ATK/ formulir sesuai dengan batas kewenangannya berdasarkan rencana anggaran yang tersedia dalam DIK.

4. Menyelenggarakan penyimpananan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir sesuai dengan permintaan/kebutuhan.
5. Menyelenggarakan pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/rumah dinas sesuai dengan dana yang tersedia.
6. Menyelenggarakan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Menyusun laporan mutasi barang milik negara/kekayaan negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan sebagai pertanggungjawaban penggunaannya.

8. Menyusun laporan berkala Koordinator Pelaksana Rumah Tangga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
      4. Koordinator PelaksanaTata Usaha dan Kepegawaian
URAIAN TUGAS :
1. Menyusun rencana kerja urusan tata usaha dan kepegawaian sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja di bidang tata usaha

2. melaksanakan pengurusan surat masuk dan surat keluar dalam rangka tata tertib administrasi persuratan

3. Melaksanakan pengetikan / perekaman dan pengadaan surat dinas dan dokumen dalam rangka menunjang kelancaran tugas

4. Melaksanakan penataan berkas di lingkungan KP PBB agar arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna dapat disimpan dengan baik dan tertib

5. Menyiapkan penyelenggaraan rapat yang diadakan oleh KP PBB agar berjalan dengan lancar

6. Menyiapkan konsep surat dan dokumen yang berkaitan dengan urusan kepegawaian 

7. Mengurus kesejahteraan pegawai dalam rangka pelayanan kepada pegawai

8. Mengurus cuti, laporan perkawinan dan perceraian, kelahiran anak, melanjutkan sekolah, dll.

9. Menyusun laporan kepegawaian berupa Daftar Urut Kepangkatan, laporan triwulan kepegawaian dan laporan bulanan ketertiban pegawai untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan ketertiban pegawai di lingkungan KP PBB.
5.   Koordinator Pelaksana Keuangan

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja Urusan Keuangan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja dibidang Tata Usaha

2. Menyusun Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) di lingkungan KP PBB sebagai bahan penyediaan dana kegiatan rutin dan pembangunan

3. Menyusun permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) KP PBB sebagai bahan penyediaan dana kegiatan rutin tahun berjalan

4. Melaksanakan pembiayaan rutin dan pembangunan sesuai dengan dana yang tersedia

5. Membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran dana.

6. Menghimpun hasil pelaksanaan tugas urusan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

     6.     Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian
URAIAN TUGAS :

1. Mengkoordinasikan rencana kerja Seksi Pendataan dan Penilaian sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana kerja pendataan objek dan subjek PBB, penilaian objek PBB untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek PBB.

4. Mengkoordinasikan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB, penilaian dan klasifikasi objek PBB hasil penyusunan data awal yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penilai PBB.

5. Mengkoordinasikan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB, Penilaian dan klasifikasi objek PBB hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional Penilai PBB.

6. Mengkoordinasikan penatausahaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

7. Mengkoordinasikan pengumpulan data objek dan subjek PBB dan BPHTB serta informasi lain yang diperlukan untuk menyusun buku monografi PBB dan BPHTB.

7.   Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

URAIAN TUGAS :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan PBB.

2. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

3. Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB.

4. Mengkoordinasikan kegiatan penatausahaan data masukan maupun keluaran sebagai bahan pengolahan data dan penyajian Informasi PBB dan BPHTB.

5. Mengkoordinasikan kegiatan perekaman data masukan obyek dan subyek PBB dan BPHTB dalam rangka persiapan produksi data keluaran.

6. Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan master file dengan jalan perbaikan/up datang untuk memperoleh data akhir yang akurat.

7. Mengkoordinasikan kegiatan back up, transfer dan recovery dalam rangka pengamanan pengiriman dan perbaikan kembali data dan/atau program yang rusak.

8. Mengkoordinasikan kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan atas perangkat lunak dan perangkat keras, serta media komputer.

8.   Kepala Seksi Penetapan

URAIAN TUGAS:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penetapan sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Kantor Pelayanan PBB.

2. Mengkoordinasikan penelitian hasil keluaran berupa DHR, SPPT/SKP/ STP, DHKP, dan STTS serta penelitian Surat Setoran BPHTB (SSB).

3. Mengkoordinasikan pembetulan hasil keluaran berdasarkan hasil penelitian, permintaan pembetulan dari Wajib Pajak, Pemerintah Daerah, Lurah/Kepala Desa maupun instansi terkait.

4. Mengkoordinasikan pembatalan SPPT/SKP/STP, STTS, SKBKB/ SKBKBT/STB/SKBLB berdasarkan hasil penelitian sendiri, permohonan Wajib Pajak, Pemerintah Daerah, Lurah/Kepala Desa maupun Instansi terkait.

5. Mengkoordinasikan pembuatan salinan SPPT/SKP/STP, berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dan Bank/Kantor Pos.

6. Mengkoordinasikan pengamatan atas tingkat perbandingan antara besarnya pajak terhutang dengan potensi PBB.

7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak.

8. Membimbing pegawai bawahan pada Seksi Penetapan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Penetapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

9.  Kepala Seksi Penerimaan 

URAIAN TUGAS: 


1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penerimaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KPPBB.

2. Mengkoordinasikan penatausahaan penerimaan, restitusi, kompensasi, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana penerimaan PBB dan BPHTB per Kabupaten/Kota tiap tahun anggaran.

4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep laporan evaluasi penerimaan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB dan BPHTB.

5. Mengkoordinasikan pemberian restitusi/kompensasi dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan restitusi dan kompensasi.

7. Mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana pembagian hasil penerimaan PBB/BPHTB.

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan penyetoran PBB/ BPHTB.

9. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari Kanwil DJP, Wajib Pajak dan instansi lain.

10. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada wajib pajak.

11. Membimbing pegawai bawahan pada Seksi Penerimaan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja

12. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Penerimaan sebagai pertanggungjawabanpelaksanaan tugas.

10. Kepala Seksi Penagihan 



 URAIAN TUGAS :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Penagihan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KP PBB.

2. Mengkoordinasikan penatausahaan piutang PBB/BPHTB untuk mengetahui jumlah sisa pajak terutang.

3. Mengkoordinasikan penatausahaan himbauan pembayaran STP/STB/ SKBKB/SKBKBT dalam rangka penagihan aktif.

4. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tegoran kepada WP dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

5. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Paksa kepada WP dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

6. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Perintah Melakukan Penyitaan dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

7. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pencabutan Perintah Melakukan Penyitaan.

8. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Perintah Jadwal Waktu dan Tempat Lelang atas barang yang telah disita dalam rangka penagihan aktif PBB/BPHTB.

9. Mengkoordinasikan pembuatan konsep pengumuman lelang harta Wajib Pajak yang telah mendapat Jadwal Waktu dan Tempat Lelang.

10. Mengkoordinasikan pembuatan konsep pembatalan pengumuman lelang.

11. Mengkoordinasikan penyelesaian usul penghapusan piutang PBB/ BPHTB yang tidak dapat ditagih dalam rangka pelayanan kepada WP dan tertib administrasi.

12. Mengkoordinasikan pembuatan Konsep Surat Tanggapan atas permasalahan yang diterima dari Kanwil DJP, Wajib Pajak dan instansi lain.

13. Mengkoordinasikan kerjasama dengan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Pemda dan Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

14. Membimbing pegawai pada Seksi Penagihan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

15. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Penagihan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
11. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan 
           URAIAN TUGAS:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Keberatan dan Pengurangan sebagai bahan penyusunan rencana kerja KP.PBB.

2. Mengkoordinasikan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.

3. Mengkoordinasikan penatausahaan konsep uraian banding untuk menanggapi permohonan banding yang diajukan wajib pajak.

4. Mengkoordinasikan penatausahaan pemberian pengurangan PBB dan BPHTB dan atau sanksi administrasinya dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.

5. Mengkoordinasikan urusan penyampaian Keputusan Penyelesaian Keberatan dan/atau Keputusan Pemberian Pengurangan kepada Wajib Pajak;

6. Mengkoordinasikan penyusunan konsep surat tanggapan atas permasalahan yang diterima dari Kanwil DJP, wajib pajak atau instansi lain.

7. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

8. Membimbing pegawai pada Seksi Keberatan dan Pengurangan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Seksi Keberatan dan Pengurangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan 
2.4.1. Jenis – jenis Pelayanan di KP.PBB Bandung Dua
1. Jenis Pelayanan 

: Penjelasan Umum

Unit yang melayani 

: Kantor pusat / kantor wilayah / kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan / kantor penyuluhan pajak

Persyaratan pelayanan 
: Langsung melalui telepon, melalui surat / mengakses home page ( http://www.pajak.go.id )

Waktu penyelesaian 

: Saat itu juga / sesegera mungkin

2. Jenis Pelayanan 

: Pendaftaran Objek Pajak Baru

Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan satu tempat ( PST )

Persyaratan pelayanan 
: mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) 

3. Jenis Pelayanan 

: Mutasi Objek / Subjek Pajak

Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan pelayanan 
: Mengajukan permohonan tertulis,melampirkan :

a. Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi oleh kuasa WP

b. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani

c. Bukti pendukung berupa Foto copy  KTP, Kartu Keluarga dll


Waktu penyelesaian 

: Sesegera mungkin

4. Jenis Pelayanan 

: Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/ Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)

Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan satu tempat (PST)

Persyaratan pelayanan 
: Mengajukan permohonan tertulis, melampirkan :

a. Surat kuasa dalam hal ini dikuasakan oleh WP

b. SPOP  yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta di tandatangani

c. Bukti pendukung berupa Foto copy KTP/kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

d. Asli SPPT/SKP/STP tahun yang bersangkutan, fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir

e. Fotocopy salah satu surat tanah atau bangunan antara lain sertifikat akta jual beli, akta hibah, IMB, atau dokumen lainnya yang sejenis


Waktu penyelesaian 

: Sesegera mungkin

5. Jenis Pelayanan 

: Permohonan Keberatan PBB

Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan Satu Tempat (PST)


Persyaratan pelayanan 
: Mengajukan permohonan tertulis,melampirkan:

a. Surat kuasa dalam hal di kuasakan pada pihak lain

b. Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan

c. Bukti pendukung berupa Foto copy KTP, kartu keluarga atau identitas    lainnya


Waktu penyelesaian 

: Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan

6. Jenis Pelayanan 

: Permohonan Banding PBB

Unit yang melayani 

: Badan penyelesaian sengketa pajak (BPSP),

alamat : Jl.Menteng Raya No.21 Lt. 8, Jakarta Pusat

Persyaratan pelayanan 

: Mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian sengketa (BPSP) paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan ketentuan :

a. Menyatakan alasan – alasan secara jelas

b. Memuat jumlah pajak terutang menurut WP

c. Melampirkan bukti pelunasan SKP PBB yang dimohonkan banding

d. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan keberatan dan bukti – bukti yang diperlukan


Waktu penyelesaian 

: 12 bulan untuuk pemeriksaan dengan cara biasa,30 hari untuk pemeriksaan dengan cara  cepat  

7. Jenis Pelayanan 

: Permohonan Pengurangan Pajak

Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan satu tempat

Persyaratan pelayanan 
: Mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sejak di terimanya SPPT dengan melampirkan :

a. Surat Kuasa dalam hal di kuasakan pada pihak lain

b. Foto copy SPPT tahun yang bersangkutan

c. Foto copy KTP/kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

d. Foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir

e. Foto copy SPT PPh tahun terakhir, Neraca dan Rugi Laba tahun terakhir yang sudah di audit Akuntan Publik,bagi wajib pajak Badan

f. Bukti Pendukung berupa Fotocopy Surat Keputusan Pensiun,fotocopy surat pernyataan dari lurah/kades,fotocopy tanda penerimaan uang pensiun, keterangan lain yang dianggap sama dengan butir di atas


Waktu penyelesaian 

: Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan

8. Jenis Pelayanan 

:Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB / Kompensasi

      Unit yang melayani 

: KP.PBB melalui pelayanan satu tempat ( SPT )

      Persyaratan pelayanan 
: Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

a. Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain

b. Asli SPPT/SKP/STP dan tanda bukti pembayaran PBB tahun yang bersangkutan

c. Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, pemberian pengurangan atau penyelesaian banding

d. Foto copy SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi

e. Foto copy tanda pembayaran PBB minimal 3 tahun terakhir

f. Foto copy KTP/ kartu keluarga atau identitas lainnya dari WP

           Waktu penyelesaian 

: Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak  diterimanya surat permohonan 

2.4.2. Wilayah Kerja KP.PBB Bandung Dua


Wilayah kerja KP.PBB Bandung Dua pada dasarnya meliputi wilayah Kabupaten bagian Bandung bagian selatan, Timur dan bagian Utara yang terdiri dari kecamatan-kecamatan :

1. Soreang








2. Pasir jambu








3. Ciwidey

4. Ciparay







5. Pacet









6. Kertasari








7. Bale Endah








8. Banjaran








9. Pamengpeuk







10. Cimaung




11. Arjasari

12. Cicalengka

13. Cikancung

14. Pangalengan

15. Cileunyi

16. Bojong soang

17. Cilengkrang

18. Majalaya 

19. Paseh

20. Ibun

21. Margahayu 

22. Katapang

23. Dayeuh Kolot

24. Rancaekek
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 STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN


PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BANDUNG DUA
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Kordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian







Kordinator Pelaksana Keuangan







Kordinator Pelaksana Rumah Tangga







Kepala Seksi Penetapan







Kordinator Pelaksana Penetapan pedesaan dan perkotaan







Kordinator Pelaksana Penetapan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan







Kordinator Pelaksana Intensifikasi dan Ekstensifikasi







Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Informasi
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Kepala Seksi Penagihan







Kordinator Pelaksana Penagihan Aktif
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Gambar 2.1.



Struktur Organisasi KP.PBB







Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
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